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Hak Uji Materiil terhadap peraturan di bawah undang-undang hampir tidak pernah adal/jarang dilakukan
sampai tahun 1992 karena hukum acara untuk melakukan hak uji materiil belum ada. Baru pada tahun 1993
Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No0.1/1993 tentang Hak Uji Materiil. Dengan keluarnya Perma
tersebut tidak ada alasan bagi Mahkamah Agung untuk menolak perkara yang masuk ke Mahkamah Agung
untuk diadakan pengujian. Masalah dalam pelaksanaan Hak Uji Materiil adanya klausula dalam Pasal 131
ayat (3) Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung "... Pencabutan dilakukan oleh
instansi yang bersangkutan”. Ini mengandung arti bahwa peraturan perundang-undangan, yang setelah
diadakan pengujian oleh Mahkamah Agung, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, harus menunggu pencabutan oleh instansi yang bersangkutan. Padahal, batas waktu pencabutan tidak
ditentukan berapa lama sehingga menimbulkan masal ah. Juga peraturan Mahkamah Agung bukanlah
peraturan perundang-undangan karena Mahkamah Agung tidak berhak mengeluarkan peraturan perundang-
undangan.

Mahkamah Agung hanya dapat mengeluarkan peraturan yang bersifat mengatur acara/prosedur pengajuan
hak uji materiil. Perma No. 1/1993 bukan mengatur proses acara peradilannya saja, melainkan Mahkamah
Agung juga memperluas pengajuan hak uji materiil yang diatur undang-undang hanya melalui kasasi sgja.
Dengan adanya Perma N0.1/1993 pengajuan hak uji materiil dapat langsung ke Mahkamah Agung tanpa
melalui kasasi. Dalam hal ini Mahkamah Agung telah melampaui batas kewenangan yang dimilikinya.
Perkara yang masuk ke Mahkamah Agung setelah keluarnya Perma No. 1/1993 sebanyak 10 perkara. Dari
10 perkara yang masuk hanya 3 perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung. Dari 3 perkara yang diputus
oleh Mahkamah Agung, 2 perkara dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan 1, perkara ditolak. Dalam
memutus perkara hak uji materiil Mahkamah Agung belum melaksanakan fungsinya sesuai dengan
tugasnya, yaitu memutus perkara yang seadil-adilnya dan bebas dari pengaruh lain. Hal itu terlihat dari
putusan hak uji materiil yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.
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